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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Reformasi sektor publik yang disertai adanya tamtudemokratisasi
menjadi suatu fenomena global termasuk di Indoneslaintutan
demokratisasi ini menyebabkan aspek transparamsiakantabilitas. Kedua
aspek tersebut menjadi hal penting dalam pengelgt@merintah termasuk
di bidang pengelolaan keuangan negara maupun dakahtabilitas publik
adalah pemberian informasi dan pengungkapan selaktiitas dan kerja
finansial Pemerintah Daerah kepada pihak-pihak yéegkepentingan
(Mardiasmo, dalam Rahmawati 2010 : 1). Pengamahakg pengamat
politik, investor, hingga rakyat mulai memperhatiksetiap kebijakan dalam
pengelolaan keuangan.

Pembiayaan penyelenggaran pemerintahan berdasaréaas
desentralisasi di lakukan atas beban APBD. Dalamgka penyelenggaran
pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat bdd@as asas
desentralisasi, kepada daerah diberi kewenangaruk umhemungut
pajak/retribusi dan mengelola Sumber Daya Alam. ISamdana bagi daerah
terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimaan@BH, DAU, DAK
dan DAC) dan Pinjaman Daerah, Dekonsentrasi daas Bgmbantuan. Tiga

sumber pertama langsung dikelola oleh Pemerintadrdbamelalui APBD,



sedangkan yang lain dikelola oleh Pemerintah Pusatlui kerja sama
dengan Pemerintah Daerabh.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap daerah berbeda- Daerah
yang memiliki kemajuan dibidang industri dan meknikekayaan alam yang
melimpah cenderung memiliki PAD jauh lebih besabadding daerah
lainnya, begitu juga sebaliknya. Karena itu terjgeliimpangan Pendapatan
Asli Daerah. Disatu sisi ada daerah yang sanga kayena memiliki PAD
yang tinggi dan disisi lain ada daerah yang tegahcarena memiliki PAD
yang rendah.

Menurut Halim dalam Rahmawati (2010 : 3) permasaialyang
dihadapi daerah pada umumnya berkaitan dengan aksrgygumber-sumber
pajak dan retribusi daerah yang merupakan salahksamponen dari PAD
masih belum memberikan konstribusi signifikan teld@penerimaan daerah
secara keseluruhan. Kemampuan perencanaan danwaesaga keuangan
yang lemah. Hal tersebut dapat mengakibatkan kehBodabocoran yang
sangat berarti bagi daerah. Peranan Pendapatan Resfirah dalam
membiayai kebutuhan pengeluaran daerah sangat datibervariasi antar
daerah, yaitu kurang dari 10% hingga 50%. Sebdugsar wilayah Provinsi
dapat membiayai kebutuhan pengeluaran kurang @fi. Distribusi pajak
antar daerah sangat timpang karena basis pajakda@eah sangat bervariasi.
Peranan pajak dan retribusi daerah dalam pembigygaansangat rendah dan
bervariasi hal ini terjadi karena adanya perbedaary sangat besar dalam

jumlah penduduk, keadaan geografis (berdampak paga relatif mahal)



dan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mendakibabiaya
penyediaan pelayanan kepada masyarakat sangatiasiva

Otonomi daerah harus disadari sebagai suatu trana$o paradigma
dalam penyelenggaran pembangunan dan pemerintahdaechh, dimana
Pemerintah Daerah memiliki otonomi yang lebih luaguk mengelola
sumber-sumber ekonomi daerah secara mandiri daanggung jawab yang
hasilnya diorientasikan untuk meningkatkan kesejal@n masyarakat di
daerah. Transformasi paradigma dalam hal ini tElapada aspek
akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam rangka maladglsumber-sumber
ekonomi yang semula bersifat akuntabilitastikal (kepada Pemerintah)
menjadi akuntabilitatiorizontal (kepada masyarakat di daerah) (Mardiasmo,
2002 dalam Rahmawati 2010 : 4). Tujuan utgmeayelenggaran otonomi
daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan pupliklick service) dan
memajukan perekonomian daerabh.

Dengan adanya otonomi daerah ini berarti Pemeribtsrah dituntut
untuk lebih mandiri, tak terkecuali juga mandirilata masalahfinancial.
Meski begitu Pemerintah Pusat tetap memberi daméuda yang berupa
Dana Alokasi Umum (DAU) yang di transfer ke PemitinDaerah. Dalam
praktiknya, transfer dari Pemerintah Pusat merupa&amber pendanaan
utama Pemerintah Daerah untuk membiayai operasiertah, yang oleh
Pemerintah Daerah “dilaporkan” di perhitungan amaga Tujuan dari

transfer ini adalah untuk mengurangi kesenjangsiafiantar pemerintah dan



menjamin tercapainya standar pelayanan publik minminadi seluruh negeri
(Maemunah, dalam Rahmawati 2010 : 4).

Dalam Undang-undang No.32 Tahun 2004 disebutkamvédamtuk
pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah, PerherPisat akan
mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Daftgkasi Umum
(DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hagsng terdiri dari
pajak dan sumber daya alam. Disamping Dana Perigapartersebut,
Pemerintah Daerah mempunyai sumber pendanaan idegrdipa Pendapatan
Asli Daerah (PAD), pembiayaan, dan lain-lain persdap daerah. Kebijakan
penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepaderiftah Daerah.
Dana transfer dari Pemerintah Pusat digunakanaedektif dan efisien oleh
Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pelayanarepadik masyarakat.

Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumbei dar
pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuarepgaan kemampuan
keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuharatdatlam rangka
pelaksanaan desentralisasi. Pembagian dana unénhdenelalui bagi hasil
berdasarkan daerah penghasil cenderung menimbki&ampangan antar
daerah. Daerah yang mempunyai potensi pajak danb&umaya Alam
(SDA) yang besar hanya terbatas pada sejumlahldéetantu saja. Peranan
Dana Alokasi Umum terletak pada kemampuannya umhénciptakan
pemerataan berdasarkan pertimbangan atas poteshksi filan kebutuhan

nyata dari masing-masing daerah (Undang-uundang3Niiahun 2004).



Permasalahan Dana Alokasi Umum terletak pada padmedara
pandang antara pusat dan daerah tentang Dana Aldkasm. Bagi pusat,
Dana Alokasi Umum dijadikan instrumertorizontal imbalance untuk
pemerataan atau mengiBscal gap. Bagi daerah, Dana Alokasi Umum
dimaksudkan untuk mendukunkecukupan. Permasalahan timbul ketika
daerah meminta Dana Alokasi Umum sesuai kebutulzanby sisi lain,
alokasi Dana Alokasi Umum berdasarkan kebutuharratlaéelum bisa
dilakukan karena dasar perhitungéstal needs tidak memadai (terbatasnya
data, belum ada standar pelayanan minimum masirging daerah, dan
sistem penganggaran yang belum berdasarkan padtiastnalisis belanja).
Ditambah total pengeluaran anggaran khususnya APBBlum
mencerminkan kebutuhan sesungguhnya dan cendedakgefisien.

Jawa Timur adalah sebuah provinsi di bagian timula® Jawa,
Indonesia. lbukotanya adalah Surabaya. Luas wilayeal7.922 km2, dan
jumlah penduduknya 37.476.757 jiwa (2010). Jawaufimemiliki wilayah
terluas di antara 6 provinsi di Pulau Jawa, dan #ilénjumlah penduduk
terbanyak kedua di Indonesia setelah Jawa Barata Jamur berbatasan
dengan Laut Jawa di utara, Selat Bali di timur, Gdma Hindia di selatan,
serta Provinsi Jawa Tengah di barat. Wilayah JawaiTjuga meliputi Pulau
Madura, Pulau Bawean, Pulau Kangean serta sejupubau-pulau kecil di
Laut Jawa dan Samudera Hindia (Pulau Sempu dan Basang). Jawa

Timur dikenal sebagai pusat Kawasan Timur Indonedian memiliki



signifikansi perekonomian yang cukup tinggi, yakmarkontribusi 14,85%

terhadap Produk Domestik Bruto nasional (Wikipdddonesia).

B. Permasalahan

Jawa Timur sebagai sebuah provinsi dengan kepadstaduduk
terbanyak kedua di Indonesia yaitu sebanyak 377/576.jiwa (2010)
merupakan daerah dengan potensi ekonomi yang saegat, mulai dari
sektor pertanian, industri, perdagangan juga sektariwisata yang
berpengaruh terhadap besarnya Pendapatan AsliiDgeA®) bagi masing-
masing Kabupaten/Kota di jawa Timur, sehingga meraikan
permasalahan dalam hubungan antara penyusunan rAnggaelanja
dimasing-masing daerah dengan PADnya, juga Kordridari Pemerintah
pusat dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) menjagtitu fenomena
yang menarik untuk diteliti mengenai seberapa flgm pengaruhnya
terhadap Realisasi Belanja dimasing-masing Daeedfugaten/Kota di Jawa

timur.

C. Batasan Masalah
Batasan Masalah dalam penelitian ini antara lain :
1. Laporan keuangan yang diamati adalah Laporan Keunapgriode tahun
2009, 2010, dan 2011.
2. Pengaruh Belanja Daerah hanya diukur dengan Dan&agil Umum
(DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
3. Kabupaten/Kota yang diamati adalah Kabupaten/KotaWdlayah

Propinsi Jawa Timur. Berjumlah 29 Kabupaten dand®akyang telah



menyampaikan Laporan keuanggannya kepada Direktdesderal
Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republinesia.
Rumusan M asalah
Berdasarkan uraian latar belakang permasalah y#mmdkakan
diatas, maka dapat diidentifikasi suatu rumusaratahssebagai berikut:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peabaryang
signifikan terhadap besarnya realisasi belanjaattaer

2. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki pengaruh ngat
signifikan terhadap besarnya realisasi belanjaatiaer

3. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Aldékamim (DAU)
secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikerhadap
besarnya realisasi belanja daerah.

Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui Apakah Pendapatan Asli Daerah (PARmiliki
pengaruh yang signifikan terhadap besarnya realBaknja Daerah pada
Kabupaten/Kota di Jawa Timur dari tahun 2009 hin2@hl.

2. Untuk mengetahui Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) nigm
pengaruh sangat signifikan terhadap besarnya asalBelanja Daerah
pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur dari tahun 200§da 2011.

3. Untuk mengetahui Apakah Pendapatan Asli Daerah {PA&n Dana

Alokasi Umum (DAU) secara bersama-sama memiliki gaeah yang



signifikan terhadap besarnya realisasi Belanja &maerpada
Kabupaten/Kota di Jawa Timur dari tahun 2009 hin2@hl.
F. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Penulis
Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuaruligermengenai
pengaruh DAU dan PAD terhadap realisasi belanjarathaepada
Kabupaten/Kota yang ada di wilayah propinsi Jawadri

2. Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota
Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahsmuk memberikan
masukan bagi Pemerintah Pusat maupun Daerah da&mpehyusunan
kebijakan di masa yang akan datang.

3. Bagi Pihak lain
Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sebdgdan referensi dan
data tambahan bagi peneliti-peneliti lainnya yaegatik pada bidang

kajian ini.



